
LEMBARAN DAERAIT
IrABIIPATEN UA*IALENGKA

NOMOR: f TAIIUil 2015

PERATURAIT DAERAII KABUPATEN MA"IALEITGI(A

NOMOR 6 TAHUN 2AL5

TENTANG

RETRIBUSI PELITYANAN KESEIIATAIY PAT'A PUSAT KESEIIATAIT
MASYARAKAT DI KABUPATEN MA*'ALEIYGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Urrdang Nomor 28 Tahun 2AO9
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sernua ketentuan yang
berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah perlu disesuaikan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2OO8
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten
Majalengka telah berusia lebih dari 3 tahun maka berdasarkan ketentuan
Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif
yang terkandung dalam Peraturan Daerah dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di
Kabupaten Majalengka.

Mengingat : .....2
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Mengingat :

1' Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RepublikIndonesia Tahun 1945.

2' Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lin-gkungan Propinsi Dj-awa Barat (Berita NegaraTahun 1950) sebagaimana telah diubah dlngan Undang-Urd..rg Nom[r 4Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan [abupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1g5o tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuir 196g Nomor 31,Tambahan kmbaran Negara Republit< Indonesia Nomor 2g51);

3' Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang penyelenggara Negarayang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi aan rvepotisme (6mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3g5f );

4. undang-undang Nomor LZ Tahun 2oo3 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 No*or 47, Tarrrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2S6l;

5' Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

6' Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LeLbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOe;

7 ' Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inione-sia Tahun 2OOg
Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Rlpublik Indonesia Nomor 5Oa9);

8' Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2oO9 Tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor L44, Tarnbahan trmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O63);

9' Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2ol1 tentang Badan penyelenggzrraan
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52s6);

1O. Undang-Undang ... 3
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iO. Unau"ng-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 14O);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelengga-raan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 291
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2OL3 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 ta}rlurr 2Ol3
tentalg Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2073 Nomor 255);

14. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 81); l

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2OOG
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2O13
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al3 Nomor L392l.;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7L Tahun 2Ol3
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor laOO);

18. Peraturan Menten ...4
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t8. p"."to.rn Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2Ol4
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 589);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2Ot4
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 1676);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2OO8 Nomor 2, Tambahan l,embarhn
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

22. Peratr;ur:an Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan D4erah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten M4ialengka Tahun 2OO9 Nomor 2,);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1O Tahun 2AA9 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2OA9 Nomor 1O) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2OLL
tentang Perubatran Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor
10 Tahun 2OO9 tentang Organisasi Perdnglat Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 20ll Nomor
8).

I)engen Persetujuan Bersama
DEWAtr PERWAKILAIT RAI(YAT DAERAII

KABIIPATEil UA*'ALENGKA
dan

BI'PATI UA*IALEilGI(A

MEMUTUSKAII:

Menetapkan :

PERATT'RAIT DAERAII TEITTANG RBTRIBUSI PEI,AYAITAN I(ESEIIATAN
PADA PUSAT XESEIIATAIY MASYARAI<A'T DI KABTIPATEIT MA^IALEIYGKA.

BAB I ..... 5
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BAB I
KEIEITTUAIT IIMTIM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana€rn urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai
derqiat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

7. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Majalengka.

8. Puskesmas Pembantu adalah unit pembantu Puskesmas untuk pelayanan
kesehatan.

9. Puskesmas Keliling adalah sebagran pelayancin kesehatan yang dilakukan
oleh Puskesmas secara bergerak menggunakan kendaraan.

1O. Pelayanan rawat jatan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,
diagnosis, pengobatan, konsultasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa
tinggal diruang rawat inap.

11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran penyelenggaraafl kegiatan pelayanan kesehatan di
Puskesmas dan jaringannya yang dibebankan kepada masyarakat
penerima jasa pelayanan kesehatan.

12. Jasa sarana Puskesmas adalah imbalan yang diterima oleh Rrskesmas
atas pemakaian sarana dan fasilitas Puskesmas termasuk bahan, obat-
obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan
langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan lainnya.

13. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana
pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien/klien.

14. Unit Gawat .... 6
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14. Unit Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat UGD adalah bagian dari
jenis pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan
secepatnya, pelayanan rawat sehari kepada pasien/klien untuk observasi,
perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya
dengan menempati tempat tidur tidak lebih dari 6 (enam)jam.

15. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien/klien umum dan
kebidanan untuk observasi, diagnosis, perawatan dan pengobatan serta
pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal diruang rawat inap
Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) atau Puskesmas dengan
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).

16. Pelayanan penunjang adalah pelayanan untuk penunjang penegakan
diagnostik dan terapi.

17. Orang adalah orang perorangan dan badan usaha baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum.

18. Wajib Retribusi pada Puskesmas yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi
adalah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yilrg menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang.

2O. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumldh kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
srrrat untuk melakukan tagihan rekibusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
IYAMA, OBYETq SUBYEK DAIY UrA.rIB REIRTBUST

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas,
Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Dikecualikan ... 7
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til Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelayanan kesehatan yang dilalrukan oleh Pemerintah,
BUMN/BUMD dan pihak swasta.

(3) Subyek Retribusi adalah setiap orurng atau badan yang mendapatkan
pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

(41 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

BAB III
GOI.oNGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Retribusi Jasa
Umum.

BAB TV
PENGUKI'RAIY TIITGKAT PENGGUNAAIT JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jumlah dan jenis
pelayanan yang diberikan oleh puskesmas.

BABV 
.

PRIITSIP PEITETAPAN, STRI'KTTIR
DAN BESARAIY TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Prinsip Penetapan

Pasal 6

Prinsip penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan pada biaya
penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut-

Pasal 7

(1) Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas terdiri
atas :

a. Rawat Jalan yang meliputi :

1. Pelayanan ..... 8
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1. Pelayanan Rawat Jalan, terdiri dari :

a). Klinik umum;
b). Klinik KIA dan Keluarga Berencana;
c). Klinik MTBS;
d). Klinik Gigi dan Mulut;

2. Pelayarran Konsultasi / Konseling.

3. Pelayanan Tindakan Medis dan Gawat Darurat.

4. Pelayanan UGD.

5. Pelayanan Pemeriksan l-ainnya.

b. Rawat Inap yang meliputi :

1. Pasien Umum;

2. Pasien Kebidanan;

c. Penunjang Medis yang meliputi :

1. l"aboratorium, terdiri dari :

a). I"aboratorium Sederhana; {

b). L,aboratorium Lanjutan;

c). Pemeriksaan Sputum BTA.

2. Radiodiagnostik;

3. Elektromedis;

d. Penunjang Non Medis. l

(21 Rincian jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan
dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Stnrktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

(1) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 yarry dikenakan retribusi dikelompokan sebagai berikut :

a. Rawatjalan;
b. Rawat Inap;
c. Penunjang Medis;
d. Penunjang Non Medis;

pl Tarllf .....9
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t l Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan
terhadap:
a. Penggunaan sarana Puskesmas
b. Jasa pelayanan yang meliputi :

1. Jasa Medis;
2. JasaParamedis;
3" Jasa Administrasi.

(3) Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dikenakan terhadap :

a. Penggunaan fasilitas rawat inap;
b. Jasa visite dokter;
c. Jasa'asuhan keperawatan 3 kali shift;
d- Makanan pasien.

(4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan
terhadap:

a. Penggunaan fasilitas Puskesmas;

b. Jasa pelayanan.

(5) Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9 1

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(21 Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
\MLAYAII PEUUITGUTAN

Pasal 1()

Retribusi dipungut pada setiap Puskesmas di Wilayah Kabupaten Majalengka.

BAB VII ..... 10
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BAB VII
TATA CARA PEUUITGUTAIT DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

(1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan wajib membayar
retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali jenis pelayanan
kesehatan yang gratis.

(21 Jenis pelayanan kesehatan yang gratis ssfoagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku bagr penduduk Kabupaten Majalengka yang meliput :

a. Retribusi Rawat Jalan;

b. Pelayanan Konsultasi/ Konseling;

c. Tindakan Medis [Jmum, terdiri dari :

1).Up Hecting;

2). Incisi Abses; '{

3). Tindik;

4). Ekstraksi benda asing aurikula;

5). Ekstraksi benda asing nasalea;

6). Luka tanpa jahitan.

d. Tindakan Gigi dan Mulut, terdiri dari : :

1). Pemeriksaan;

2). Incisi;

3). Tambalan Sementara;

4). Pencabutan ringan.

e. Pemeriksaan Anak Sekolah.

(3) Bupati dapat menambah jenis pelayanan kesehatan yang gratis yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Dokumen ..... 11
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t l Dokumen tain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2o/o (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(41 Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

didahului surat teguran.

(5) Ketentuan mengenai tata. cara pelaksanaan pemungutan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

(1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang
bentuk, model dan ukurannya ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

(21 Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

(1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
disetorkan kepada bendaharawan SKPD atau kepada petugas yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

(21 Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas
daerah yang merupakan pendapatan daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEI|AGIIIAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Pelaksanaan penagrhan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak
j atuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran / peringatan
atau surat lainnya yang sejenis seb^gai awal tindakan pelaksanaan
penagihan.

(2) wajib ..... t2
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(21 Wajib retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang pating larna 7
(tujuh) hari setelah tanggal surat teguranlperingatan/surat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

{41 Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagrhan retribusi ssfegaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal 16

(1) Hak untuk melalrukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidairg
retribusi.

(21 Kedaluwarsa pena#han sebogairrtatla dimaksud pada ayat (1) tertanggrh
jika :

a. diterbitkan surat teguran;atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat
teguran tersebut. :

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (21huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsur€rn atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari
wajib retribusi.

Pasal 17

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagr karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati..... 13
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(21 Bupati mentapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB TX
PELAYAIYAN PESERTA PERTAITGGIINGAN/ ASURAITSI

Pasal 18

(1) Pelayanan kesehatan bagi Peserta pertanggungan/asuransi disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan.

{21 Pemungutan retribusi dan penggunaan dana penjaminan yang bersumber
dari pertanggngan/asuransi dilaksanakan dan digunakan disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Bag, Peserta pertanggungan/asuransi yang mendapatkan pelayanan
kesehatan wajib memperlihatkan Kartu Tanda Peserta
pertanggungan/asuransi. 

i

Pasal 19

Pelayanan kesehatan bagl pasien tertanggung perusahaan yang telah
mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dikenakan retribusi sesuai
dengan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB X
TATA CARA PENGI RATIGAIY, XeRtUCaXaX

DAIT PEMBEBASAN REIRIBUSI

Pasal 2()

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

(21 Tata cara pemberian pengur€rngan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEBERATAIT

Pasal 21

(U Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan ..... 14
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Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wqjib retribusi dapat
menunjukan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
w4jib retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagrhan retribusi.

Pasal22

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
surat keberatan diterima harus memberi lteputusan atas keberatan yang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(21 Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagran, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang
terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan dianggap
dikabulkan.

Pasal 23

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2%o (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas)
bulan-

(21 Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB xII ..... 15
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BAB XII
PEITGEDIBALIAN I(ELEBIHAIT PEUBAYARAN

Pasal 24

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wqiib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

(21 Bupati paling larna 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka wal<tu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan
pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Pengembalian kelebihan pernbayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB. 

i

(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2 yo (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran retribusi.

(6) Jika wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(71 Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan'Bupati.

BAB XItr
KETEITTUAIT SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 Yo (dlua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.

Bagran Kedua ... 16
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Bagian Kedua
Sanki Pidana

Pasal 26

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kew4jiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 sehingga merugikan keuangan daerah dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

{21 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana
pelanggaran.

(3) Denda Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
Negara.

BAB XIII
PEIVYIDIKAIT ,

Pasal27

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. 

)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

(1)

(21

(3)

c. Meminta...... 17
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c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

g. Men5ruruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangzrn atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan pindak pidana retribusi; '

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan; dan/atau i

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

$l Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB INI
K TENTUAN PEIYUTIIP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
pada Puskesmas di Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasa1 29 ..... 18
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ksd 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang€Ln Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majatengka
pada tanggal $ {de*,e*te$t*or}

BT'PATI MA"'ALENGKA,

CaplTtd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal $ l,lcpernber t015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MA.'ALENGKA TAHUN 2OI5 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGI/AN HIII(IIM
SEKRBI'A.RIS DAERAII

KABI'PATEN MA"'ALEITGKA

P _- -lE-IIPltTIs DAERATT /,I IIABT'PATEIT UA"IALEIYGI<A,/n/
&(,I4I

/aoeRAcnlrar ALr

GI'N GUII U.D.. S.H.. U..Pd
NrP. 196A0,3,27 199603 1 ()()3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARAT (213/2o7sl

MAJALENGKA PROVINSI JAWA



LEMBARAN DAERAIT
I{ABIIPATEN UA*IALENGKA

NOMOR: f TAIIUil 2015

PERATURAN DAERAII KABUPATEN MA"IALEITGI(A

NOMOR 6 TAHUN 2OL5

TENTANG

RETRIBUSI PELITYANAN KESEIIATAIY PAT'A PUSAT KESEIIATAIT
MASYARAI(AT DI KABUPATEII

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Urrdang Nomor 28 Tahun 2OO9
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sernr.ra ketentuan yal:g
berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah perlu disesuaikan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2OO8
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten
Majalengka telah berusia lebih dari 3 tahun maka berdasarkan ketentuan
Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif
yang terkandung dalam Peraturan Daerah dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di
Kabupaten Majalengka.

Mengingat : .....2
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Mengingat :

1' Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RepublikIndonesia Tahun 1945.

2' Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lin-gkungan Propinsi Dj-awa Barat (Berita NegaraTahun 1950) sebagaimana telah diubah dlngan Undang-Urrd..,g NomIr 4Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan [abupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1g5O tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi
Djawa Barat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahuir tg6g Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara ReputHt< Indonesia Nomor 2g51);

3' Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang penyelenggara Negarayang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi aan Nepotisme (trmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3g5l);

4. undang-undang Nomor LZ Tahun 2oo3 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 No*o. 47, Tarrrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2S6);

5' Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

6' Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oO4 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran wegara Republik
Indonesia Nomor aaOO\

7 ' Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inione-sia Tahun 2OOg
Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Rlpubtik Indonesia Nomor 5Oa9);

8' Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2aO9 Tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2o}g Nomor L44, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9' Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2ol1 tentang Badan penyelenggzrraan
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52s6);

1O. Undang-Undang ... 3
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iO. Unar"ng-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 1a0);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelengga-raan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 291
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2OL3 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahlur: 2OL3
tentalg Jaminan Kesehatan (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun
2073 Nomor 255);

14. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 81); l

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Oll
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2O13
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam
Penyelengg€rraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al3 Nomor 1392l.;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2OL3
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor laOO);

18. Peraturan Menten ...4
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t8. p.."torrn Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2Ol4
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 589);

2O. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2Ol4
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 1676);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2OO8 Nomor 2, Tambahan l,embaran
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

22. Perafr;uran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan D4erah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten M4ialengka Tahun 2OO9 Nomor 2,);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1O Tahun 2AO9 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2OOg Nomor 1O) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2OLL
tentang Perubatran Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor
10 Tahun 2OO9 tentang Organisasi Perdngkat Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 20ll Nomor
8).

Dengan Persetujuan Bersama
DESIAtr PERUTAKILAIY RAI(YA'T DAERAII

KABUPATEIT UA*IALENGKA
dan

BIIPATI UA.IALENGI(A

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATTIRAIT DAERAII TEITTANG RBTRIBUSI PELITYAITAN I(ESEIIATAN
PADA PUSAT KESEIIATAIY MASYARAI(A'T DI KABIIPATEN MA^IALENGKA.

BAB I ..... 5
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BAB I
KBIEITTUAIT IIMTIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daeratr yang memimpin pelaksana€rn urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingftat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai
derqiat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

7. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Majalengka.

8. Puskesmas Pembantu adalah unit pembantu Puskesmas untuk pelayanan
kesehatan.

9. Puskesmas Keliling adalah sebagran pelayanan kesehatan yang dilakukan
oleh Puskesmas secara bergerak menggunakan kendaraan.

1O. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,
diagnosis, pengobatan, konsultasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa
tinggal diruang rawat inap.

11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran penyelenggaraafl kegiatan pelayanan kesehatan di
Puskesmas dan jaringannya yang dibebankan kepada masyarakat
penerima jasa pelayanan kesehatan.

12. Jasa sarana Puskesmas adalah imbalan yang diterima oleh Rrskesmas
atas pemakaian sarana dan fasilitas Puskesmas termasuk bahan, obat-
obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan
langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan lainnya.

13. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana
pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien/klien.

14. Unit Gawat ....6
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14. Unit Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat UGD adalah bagian dari
jenis pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan
secepatnya, pelayanan rawat sehari kepada pasien/klien untuk observasi,
perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya
dengan menempati tempat tidur tidak lebih dari 6 (enam)jam.

15. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien/klien umum dan
kebidanan untuk observasi, diagnosis, perawatan dan pengobatan serta
pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal diruang rawat inap
Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) atau Puskesmas dengan
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).

16. Pelayanan penunjang adalah pelayanan untuk penunjang penegakan
diagnostik dan terapi.

17. Orang adalah orang perorangan dan badan usaha baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum.

18. Wajib Retribusi pada Puskesmas yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi
adalah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yaolg menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang.

2O. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
srrrat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
IYAMA, OBYEK, SUBYEK DAIY UIA.'IB REIRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas,
Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Dikecualikan ... 7



Al Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah,
BUMN/BUMD dan pihak swasta.

(3) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan
pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

(41 Wajib Retribusi adalah ora.ng pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

BAB III
GOItr)NGAIT RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Retribusi Jasa
Umum.

BAB IV
PEIYGI'Iil'RAIT TIIYGI(AT PENGGUITAAIT JASA

ksat 5
Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jumlah dan jenis
pelayanan yang diberikan oleh puskesmas.

BABV ]

PRIITSIP PEITETAPAN, STRIIKTTIR
DAIY BESARAN TARIF RBTRIBUSI

Bagian Kesatu
Prinsip Penetapan

Pasal 6

Prinsip penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan pada biaya
penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut-

Pasal 7

(1) Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas terdiri
atas :

a. Rawat Jalan yang meliputi :

1. Pelayanan..... 8
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1. Pelayanan Rawat Jalan, terdiri dari :

a). Klinik umum;
b). Klinik KIA dan Keluarga Berencana;
c). Klinik MTBS;
d). Klinik Gigi dan Mulut;

2. Pelayarran Konsultasi / Konseling.

3. Pelayanan Tindakan Medis dan Gawat Darurat.

4. Pelayanan UGD.

5. Pelayanan Pemeriksan l-ainnya.

b. Rawat Inap yang meliputi :

1. Pasien Umum;

2. Pasien Kebidanan;

c. Penunjang Medis yang meliputi :

1. l"aboratorium, terdiri dari :

a). I"aboratorium Sederhana; {

b). L,aboratorium t anjutan;

c). Pemeriksaan Sputum BTA.

2. Radiodiagnostik;

3. Elektromedis;

d. Penunjang Non Medis. l

(21 Rincian jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan
dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

(1) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 yarry dikenakan retribusi dikelompokan sebagai berikut :

a. Rawatjalan;
b. Rawat Inap;
c. Penunjang Medis;
d. Penunjang Non Medis;

pl rarlrt ..... 9
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t l Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan
terhadap:
a. Penggunaan sarana Puskesmas
b. Jasa pelayanan yang meliputi :

1. Jasa Medis;
2. Jasa Paramedis;
3" Jasa Administrasi.

(3) Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dikenakan terhadap :

a. Penggunaan fasilitas rawat inap;
b. Jasa visite dokter;
c. Jasa'asuhan keperawatan 3 kali shift;
d- Makanan pasien.

(4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan
terhadap:

a. Penggunaan fasilitas Puskesmas;

b. Jasa pelayanan.

(5) Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9 :

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(21 Peninjauan tarif retriSusi ssfungaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
WILAYAII PEUUITGUTAN

Pasat 1()

Retribusi dipungut pada setiap Puskesmas di Wilayah Kabupaten Majalengka.

BAB VII ..... 10
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BAB VII
TATA CARA PEUUITGUTAIT DAN PEUBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

(1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan wajib membayar
retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali jenis pelayanan
kesehatan yang gratis.

(21 Jenis pelayanan kesehatan yang gratis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku bagr penduduk Kabupaten Majalengka yang meliput :

a. Retribusi Rawat Jalan;

b. Pelayanan Konsultasi/ Konseling;

c. Tindakan Medis [Jmum, terdiri dari :

1).Up Hecting;

2). Incisi Abses; 
!

3). Tindik;

4). Ekstraksi benda asing aurikula;

5). Ekstraksi benda asing nasalea;

6). Luka tanpa jahitan.

d. Tindakan Gigi dan Mulut, terdiri dari : l

1). Pemeriksaan;

2). Incisi;

3). Tambalan Sementara;

4). Pencabutan ringan.

e. Pemeriksaan Anak Sekolah.

(3) Bupati dapat menambah jenis pelayanan kesehatan yang gratis yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Dokumen ..... 11
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til Dokumen tain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2o/o (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau
kupng dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD-

(41 Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

didahului surat teguran.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemba5raran

Pasel 13

(1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang
bentuk, model dan ukurannya ditentukan lebih lanjgt oleh Bupati.

(21 Pembayaran retribusi harus ditakukan secara tunai/lunas.

(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 14 
:

(1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
disetorkan kepada bendaharawan SKPD atau kepada petugas yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

(21 Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas
daerah yang merupakan pendapatan daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEI|AGIIIAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak
j atuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran / peringatan
atau srrrat lainnya yang sejenis sebogai awal tindakan pelaksanaan
penagihan.

(2) wajib ..... 12
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(21 Wajib retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang paling lama 7
(tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan retribusi ssfagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal 16

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melamphui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidairg
retribusi.

(21 Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
jika: 

4

a. diterbitkan surat teguran;atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a, kedaluwarsa penegihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara. tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
€rngsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari
wajib retribusi.

ksal 17

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagh lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati..... 13
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(21 Bupati mentapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB TX
PEI,AYANAIT PESERTA PERTAITGGIIITGAN/ASURANSI

hsal 18

(1) Pelayanan kesehatan bagi Peserta pertanggungan/asuransi disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan.

(21 Pemungutan retribusi dan penggunaan dana penjaminan yang bersumber
dari pertanggungan/asuransi dilaksanakan dan digunakan disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Bagr Peserta pertanggungan/asuransi yang mendapatkan pelayanan
kesehatan wajib memperlihatkan Karhr Tanda Peserta
pertanggungan/asuransi. 

r

Pasat 19

Pelayanan kesehatan bagl pasien tertanggung perusahaan yang telah
mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dikenakan retribusi sesuai
dengan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BABX :

TATA CARA PENGI'RAITGAIY, KERIIUGAIIAII
DAIT PEUBEBASAIT RETRIBUSI

Pasal 2()

(1) Bupati dapat memberikan trrengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

(21 Tata carapemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEBERATAIY

Pasal 21

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan ..... 14
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(21 Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dia-iukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wqiib retribusi dapat
menunjukan bahwa jangka wakhr ini tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaima.na dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
wajib retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagrhan retribusi.

Pacal22

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
surat keberatan diterima harus memberi lteputusau atas keberatan yang
di4iukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(21 Keputusan Bupati atas keberatan dapat krupa menerima seluruhnya
atau sebagran, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang
terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan dianggap
dikabulkan.

ksal 23

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagran atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran retribusi dikembatikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2Yo (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas)
bulan.

(21 Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII ..... 15
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BAB XII
PEITGE}IBALIAN KELEBIHAIT PEMBAYARAN

Pasal 24

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

(21 Bupati paling larna 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka walrtu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan
pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Pengembalian kelebihan pernbayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB.

(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ditat<ukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2 yo (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran retribusi.

(6) Jika wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(71 Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIU
KETEITTUAIT SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 Yo (dlua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.

Bagran Kedua ... 16
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Bagiqn Kedua
Sanbi Pidana

Pasal 26

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 sehingga merugikan keuangan daerah dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana
pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
Negara.

BAB XIII
PEIVYIDIKAN .

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi ssfoagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. 

l

(21 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturafl perundang-
undangan

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

c. Meminta...... tT
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c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahaurr bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

g. Men5ruruh berhenti dan/atan melarang seseorang meninggalkan
ruangurn atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseora.ng yang berkaitan dengan pindak pidana retribusi; '

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan; dan/ atau

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

$l Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dirnulainya penyidikan dan menyampaikan'hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB )TV
KETEITUAIT PEITUTIIP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
pada Puskesmas di Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 29 ..... 18
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ksal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang€Ln Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majatengka
pada tanggal $ 

,l*ep,e*tet,&or5

BT'PATI MA"'ALENGKA,

CaplTtd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal g l,lopernber 2015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MA.JALENGKA TAHUN 2OI5 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HIII(IIM
SEKRBITRIS DA.ERAII

KABIIPATEIT MA"IALEITGKA

P _--lHIPltTIs DAERATT /,I ITABUPATEIT UA"IALEIYGIrA,/

A/
&(,I4I

/eoeRAcHlrAT ALr

GI'IT GUIT il.D.. S.H.. U..Pd
NrP. 196aO3,27 199603 1 ()()3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARAT (213/2o7sl

MAJALENGKA PROVINSI JAWA



LIIUPIRAIT : PERATIIRAIT DAERAII IIABIIPATEIT UA^IALEITGIIA
NOMOR : 6

ffiffi*; GrHeffi-"d9,l?n*o* *EsrEA"Ary paDA pusar
NTSEEATAIT UASYARAIIAT DI IIABIIPATET UAIALE,TGXA

:TJlffiir
A RAWAT'ALAil

1. Re8ibusi Rawat Jalan 10,000
2. PELAYANAN KONSTJLTASI / KONSEUNG 4.000

a. Sanibsi
b. Glzi
c ReDrodulGa Rernaia
d. Peraurabn Kerhatan Masrarakat
e. KlAdan KB

3. TINDAKAN MEDIS DAN GAWAT DARURAT
a. Tirdakan Umum

t). UD hectinq 6,000
D. InciS abses 22.500
3). Tindik 7.50(
4). Elctrakd benda asim aurikula 7-500
5). EkstakS benda atinq nasalea 7,50
6). Luka bnoa iahitan 15.000
A. Luka denqan iahibn. samoai denoan 5 bhitan 30,00(
8) Luka denoan iahihn- diatas 5 iahitan oeriahitan t,
9). Perawatan luka elskorimi 15,000
10). Neootomy 22.5U
I Eksnlorasi luka 30,00(
t2 Garti balut luka kecil 3,
13 @nti balut luka sedanq 6,00
t4 Ganti balut luka luas 9.off
15). Necrffimi luka bakar 30,m(
16). Perawabn luka bakar/kali 15,00[
l7). Keperawatan luka qioitan Unabno 30.00
18). Soalkverband 45-00[
19). Intus deurasa/kali 7-500
2U). rffus DayyanavE[ 10500
21). Sunt k/lcli 3000
221. Pasano dntetet 1s000
23). AnqlGt dateter 9,000
24J. Nebulizer 22,5U
25). Penggunaanok$sen/lit€r 45.00{
26). Crurru*.silsunat 150.@0
27 EldrrDai tumor kecil 75,W4
28). Reoarasi daun tdinoa 112,500
29). Evakuasi sumen orof 7.500
30). SDoelinq telinqa 6,000
31). Tammn hiduno 3,000
32). C.orous alienum oada mata /.5UU

33 Up Kulat 15.000
34 Grci l.u*a 10.000

b. nrdakan Gioi dan Mulut
Pemeriksaan 9,ooo
Tindakan:
l Incisi 27,W
2). Tffitbdan sementara 13,5m
3). Pencabutan rinqan 7_500
4). PerEhjtan denqan anastesi 15,000
$. Ercabutan qioi denoan oenvulit 30,
6). krmhrtan oioi M3 normal 37.s00
n- Odontekbmi 112.500
8). Tambalan sintdik qlass ionomer 31,
9). Tambalan amaloam 22,5
10). Ecisi 27.WQ

[1). Ooero.detumy 27.0U
f2). Atudectornv 27-0/J[.

13' Pernbelsihan karam oioi Derkl,radran 13,
L4' Perawatan smraf oerlqniurEan 25.50(

a). Mummifikasi 15,0fi
b). Encbdontik 30,00(

1$. Ek$iroasi mucoelle 25.



il ,til '1.,f :.ifiErt -

16). reniahibn. setiao idfhn 7.sff
l7)- Buka *rttiEr. sefiao iahitan 4,sff
18). Penan@nanDerdarahan 27,
19). Cunetaoe 22.5U
20) AbsesAnak 12.otr
2l) Apenffirnvqhi 29,00(
2D Catutdenqanfilorehrl 19m(
23) Cabutdenqan suntik 2200]C

c. Tindakan Kebidanan
1)- findakan Persalinan tlormal 600,00(
2). Tirdakan Pertolonqan Patoloqis 750.
3). Aborhs dhibl 225.W
4). Curcta@ 450.00(
5). Manual +4;tentil 1sfim0
O. Feriksa ketnmilan lUXX

d. lindakan Keluaroa Berencana
1). IUD

a). Pasanq IUD 45,0m
b). ArEkat IUD 75,
c). konhd IUD 30,00c

2l- Implart
a). Pasano ImDlant 75,000
b). ffEkat Implant 75.000

3)- Mebda Ooerasi Pria (MOP) 150.m0
fl. $ntik XB 15,m0

4. t GD/Paket Felayanan t hari ( &te dav ere) 75.000
a. Penggunaan FasiliB Rrskesrnas ,10,000

b- Konsilthi Medis t5,
c. uDsenftxg 20,

5. PEMERIreAAN I-.AINT,IYA

a. Kir doKer Oelum ternreuk Dsneril6aan Derunianq diaqnoGtik) 10,
b. Xir dolCer ke luar rreqeri (oerneriksaan fuii. TKI dsb) 10.

ftdum terma:k oemeriksaan oenuniam diaonctik)
c. Perneriksaan Cabn rerEdltin 10,m0

(belum ttrmasuk Dernerilcaan oenuniano diasnostik)
d. Vrstm et Reftrtum

(Dalam Geduru & Luar Gedunq)
1). Peruqunaan sarana Rd<esrna 7,
D. Jasa Medis 30.
3). Penoounaan kendaraan 5 lrn 50.otr
{). TraD km berikuhva 10,000

e. Pemerilsaan Anak Sekdah 5,

B. TITIDAI(AII RAWAT II{AP'HAN,I
1. RawatUmum 1(f,r,(r(r(

a. PtrEounaan FailiE Rawat Inao ,10,ofi
b. Ysite Dolder 10,

c. Asrhan Keperdwatan (3 ship) 15.00(
d. Makanan hien 35.Ur(

2. Rawat InaD Bavi Baru !.ahir 65,00(
a. Penggunaan Fasilitas Rawat Inap 4u

b. Visite Dokbr 10.00(
c. Ashan Keoerawatan (3 Srio) 15,00(

3. Konsultasi dolcer iaqa 15,0(x

PELAYAIIAil PEIIT'TTIAITG ITIEDIS
1. IABORATM,ruM

a. PemerilGaan Urine/Air Seni
1). Urine Rutin 17,501

a) Malaoskoois:warna.keiernihan.buih.ffi
b) PH

c) BeratJglis
d Blirubin
e) Darah

GJa
Nirit

h) Prffiin
il Ljrobilirmen



,EtffinErtrAst$l TARIT
2\. Urine lenqkao 26.s00

a). terdiri dari : Urine Rutin dan pemerilcaan Sedirnen
b). Sedimen :Leukosit

Erifosit
EDitel
Silinder
Balfteri
Kristal

c). Sedimen

3). r tesU Tes kehamilan 17_50{

b. Pemeriksaanfinia/Faeces
1). Faeaes ru[n t7,500

Faem qaram ienuh 9000
Benzidin test 9000

c. Pemeriksaan Darah
1). kmerilcaanSederftana

a). Hb Sahli 3,s00
b). Hernoolobin 6,500
c). Golonqan tlarah ABO 7.000
d). Goloruan Darah Rhess 7.N0
e). tflkosit 5,50(
O. Eribosit 5.500
o). Hituno Jenis Leuk6it 6,500
h).l.ED 6500
i). Trombosit 6500
i). Hematokit 6500
k). Waktu Pendarahan 6,500
l). Waktu Pernbekuan os0(

z1. sedallrq
Morfulmi Sel Darah 12.50(

3). lGmia Darah
a) Sederhana

Gluoosa t7,50
b) Sedanq

Kolesterol total 28,000
KolesteroF HDL 35,
Kolesteml-LDL 35,00(
I nollsenda 44,OOC

s@T 26,5N,
SGPT 26,5
Kreatinin 23.00(
Ureum/Urca 30,00(
Asam Urat 26,s00
Bilirubin Total 26,50[
Bilirubin in/Drcct zb,5ul
Protein Tobl 26,500

4). Seroloqi
Wdal 35,

d. ttlilaobiolosi
a). Preoarat Gram 9,000
b)- Preoarat BIA 13,500
c). heoarat Malaria 9s00
d). PreDarat Jamur/KOH 9500

2. RADIODIAGNOSTIK 65.00(
a. Jasa Rrskesmas s0,00{
b. EksDertise 15,000

3. EEKTROMEDIK
A. UsU ,10,000

1). Jasa REkesnas 25,000
2). Ekspertise 15,000

b. ECG ,+0,000

1). Jasa Puskesrnas 25,000
2). Eksoertise 15,U)0



, SETREIanISDAERAE
I trABT'PATEXTIAIALETTGTA,

/tos,RAcExar ALr

BMATI IA'AITTGKA

Crp/Ttd

strmsro


